
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Pariwisata adalah sektor ekonomi yang penting di negara-

negara di seluruh dunia saat ini, karena itu pemerintah sedang 

melaksanakan kebijakan pengembangan pariwisita secara aktif dan 

inovatif untuk membangun pengembangan pariwisata yang 

kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan. Banyak negara, telah 

melakukan pendekatan pengembangan secaara terpadu terhadap 

pariwisata, yang dianggap sebagai komponen penting dari kerangka 

kerja pemerintah. Strategi pelaksanaan pengembangan untuk 

meningkatkan keterpaduan kebijakan dan efektivitas tindakan 

publik dan publik/swasta dalam pariwisata sebagai kunci 

keberhasilan. Birokrasi Pemerintah dan kelembagaan di semua 

tingkatan memiliki peran penting dalam mendukung produk, 

promosi pariwisata, dan mereka perlu bekerja dalam kemitraan erat 

dengan sektor swasta. 

Searah dengan yang dinyatakan oleh World Tourism 

Organisation, yaitu; Tourism is one of the world’s largest and 

fastest growing economic sectors, emerging over the past fifty years 

as a key instrument for global growth, development and job 

creation. (UNWTO, 2018) Organisasi untuk Kerja Sama dan 

Pembangunan Ekonomi,  telah memberikan pernyataan bahwa; 

pariwisata memainkan peran kunci dalam kegiatan ekonomi global, 

penciptaan lapangan kerja, pendapatan pakar dan nilai tambah 

domestik, dalam hal kelebihan penggunaan, pariwisata secara 

langsung berkontribusi 4,1% dari PDB, 5,9% dari lapangan kerja, 

dan 21,3% dari ekspor jasa ke ekonomi sekitar 80% dari ekspor 

pariwisata dikonversi menjadi nilai tambah domestik, yang lebih 

tinggi dari rata-rata total ekonomi (OECD, 2016).  

Sebagian besar negara di dunia sekarang menerima 

pengunjung. Pertumbuhan sangat tinggi di daerah-daerah 

berkembang di dunia, bagian dalam kedatangan wisatawan 

internasional yang diterima oleh negara-negara berkembang terus 

meningkat, dari 32% pada tahun 1990. Menjadi 46% pada 2008 dan 



47% pada 2009. Pada 2020, kedatangan internasional diperkirakan 

mencapai hampir 1,6 miliar (UNWTO, 2018).  

Pada tahun 2009, negara tujuan yang paling signifikan 

dalam hal kedatangan wisatawan internasional dan penerimaan 

pariwisata internasional adalah Amerika Serikat, Spanyol, dan 

Perancis. (74 juta wisatawan) terus memimpin peringkat tujuan 

wisata utama dunia dalam hal kedatangan. Secara peringkat 

terbanyak dalam penerimaan wisatawan adalah Amerika Serikat 

menempati urutan pertama dalam penerimaan dengan US $ 94 

miliar dan kedua Spanyol mempertahankan posisinya sebagai 

penghasil terbesar kedua di dunia dan pertama di Eropa, serta 

peringkat ketiga adalah Cina dan Italia Peringkat keempat dan 

kelima, Malaysia memasuki sepuluh besar 2009. Sedangkan 

Indonesia masih berada peringkat ke 70. Namun beberapa tahun 

terakhir yaitu tahun 2017 Indonesia berhasil melejit delapan 

peringkat hingga keperingkat 42 pada 6 April 2017. Sebelumnya di 

peringkat 60 dari 141 negara tahun 2013. Bahkan Menteri 

Pariwisata telah menargetkan akan mampu mencapai peringkat 20 

pada tahun 2019 dan bertekad bidang pariwisata akan menjadi 

penghasil devisa negara terbesar (Nugroho, Kebijakan Pariwisata, 

2018) 

Dengan meningkatnya kesejahteraan bangsa-bangsa yang 

menjadikan kepariwisataan sebagai industri hilir, yang mampu 

mengungkit pertumbuhan dari kegiatan usaha, dan penyerapan 

tenaga kerja dari tingkat yang paling bawah buruh (outsoursching) 

sampai tingkat manajer dan top manajer, usaha dari hulu dan di hilir 

daripada industri pariwisata. Bagi banyak negara, pariwisata adalah 

kegiatan penting yang membawa signifikan teknologi; sosial; 

kultural; lingkungan; dan manfaat ekonomi untuk setiap aspek 

kehidupan zaman modern. Bahkan ada lima negara besar yang 

mendapat pemasukkan besar dalam pariwisata yaitu; Amerika 

Serikat; Spanyol; Perancis; untuk Asia adalah negara China dan 

Jepang dengan menerima lebih dari satu juta pengunjung setahun 

(Kerr, 2013)  



Hal ini dibuktikan oleh forum ekonomi dunia atau Word 

Economic Forum (WEF) yang memberi informasi dalam satu 

tahun, nilai transaksi kepariwisataan mencapai USS 3,5 triliun atau 

setara dengan 6% dari penghasilan kotor dunia, dan jumlah ini 

melampaui pendapatan dari industri migas, automobil, elektronik, 

dan pertanian. Disamping itu, industri kepariwisataan telah 

menyumbangkan sekitar USS 421 miliar dari pajak yang ditarik 

dari industri kepariwisataan dunia, jumlah ini belum termasuk 

airport tax, dan pajak perjalanan. Selain itu, 12,7 juta orang di dunia 

telah bekerja di sektor pariwisata setiap tahunnya. (WEF, 2013) 

Berbagai organisasi internasional, antara lain, 

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Bank Dunia, dan World 

Tourism Organization (WTO), telah mengakui bahwa pariwisata 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, 

terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi.Sebagaimana 

yang dinyatakan oleh John Naisbitt dalam bukunya Global Paradox, 

yakni bahwa “where once travel was considerred a privilage of the 

moneyed elite, now it is considered a basic human right”. (Naisbit, 

1994). Sekarang sudah mulai berpindah dari barat ke timur, dengan 

anugerah sumber daya alam yang lebih menjanjikan. Pakar 

futurologi John Hay mengungkapkan, "Atlantik adalah samudra 

masa lampau, Mediterania (laut tengah) adalah samudra masa kini, 

dan Pasifik adalah samudra masa depan " (Abordens, 2000). Hal ini 

menggambarkan Indonesia yang diprediksi pada tahun 2045 akan 

masuk pada lima negara besar dunia ekonomi terkuat. 

Hal ini terjadi tidak hanya di negara maju seperti; 

Amerika, Spanyol, Perancis, tetapi mulai dirasakan pula di negara 

ASEAN yang berkembang termasuk Thailand dan Indonesia. 

Dengan berkembangnya pariwisata ASEAN yang makin pesat, 

begitu juga terjadi di Indonesia. Hal ini diikuti dengan 

perkembangan pariwisata secara lokal. Untuk mencapai hasil yang 

maksimal Indonesia sebagai negara produsen paket-paket wisata 

mampu harus mensejajarkan kualitas produk wisata dengan 

standarisasi kewisataan dunia. Berbagai potensi wisata yang 

dimiliki daerah, baik yang sudah maju maupun yang kurang 



berkembang, memiliki modal pasar pengembangan kepariwisataan 

yang sesuai pangsa pasar lokal. Namun mengandalkan kekayaan 

alam, budaya dan kesenian saja belum cukup mendongkrak 

kunjungan wisatawan, diperlukan langkah strategis untuk 

memasarkan dan merancang pola pengembangan pariwisata yang 

sesuai dengan sosio-kultural daerah tujuan wisata, namun yang 

terpenting disini tentu adanya suatu regulasi dan perencanaan yang 

sangat baik dan tata kelola kepariwisataan yang sudah berkelas 

dunia. Hal ini telah disepakatinya adanya kerjasama ASEAN 

tourism strategic plan, diharapkan integrasi sektor pariwisata 

ASEAN bisa terwujud lebih baik. Selain itu akan memberikan 

manfaat ekonomi, sosial, budaya dan lainnya bagi negara anggota. 

Korea, Taiwan, Singapura dan Hongkong dikatakan sebagai the 

four dragon untuk kekuatan ekonomi Asia dengan berbasis 

International Institute for Management Development  (Wong, 

Bauer, & Wong, 2008).  

Terkait dengan pembangunan dan perkembangan 

pariwisata Indonesia dalam 5 tahun terakhir, sangat luar biasa, 

dengan kemajuan yang sangat signifikan. Melalui usaha kerja keras 

pemerintah Indonesia telah meraih keberhasilan dalam prestasi 

menaikkan peringkat jumlah kunjungan dan branded pariwisata. 

Dari mulai tahun 2016 , Seperti yang dipaparkan oleh Arief Yahya 

selaku Mentri Pariwisata Indonesia pada 2016 kemarin, daya saing 

pariwisata Indonesia di tingkat global kini sudah berada di ranking 

50 yang semulanya berada pada posisi ke-70. Terus berbenah diri, 

dia juga menambahkan bahwa Indonesia pada 2019 menargetkan 

untuk dapat menempati posisi di ranking 30 dunia (Yadika, 2018).  

Menurut Menteri Pariwisata Indonesia, Arief Yahya, 

bahwa; dibandingkan dengan negara jiran seperti Malaysia, 

Singapura, dan Thailand, Indonesia juga lebih unggul dalam hal 

tourism branding dan destinasi dengan berbagai penghargaan yang 

diraih Indonesia. Indeks Daya Saing Pariwisata Indonesia menurut 

World Economy Forum (WEF) menunjukkan perkembangan 

menggembirakan. Peringkat Indonesia naik 8 poin dari 50 di 2015, 

ke peringkat 42 sampai diawal pada 2017. Satu hal dari peningkatan 



jumlah wisatawan mancanegara yang meningkat selama tiga tahun 

terakhir dari 10 juta orang pada tahun 2015 menjadi 12 juta pada 

tahun lalu menambah tebal pemasukan devisa negara dari US$ 

12,336 miliar menjadi US$ 12,44 miliar. (Hulwa, 2019). 

Penilaian dilakukan berdasakan perkembangan 

kepariwisataan selama beberapa tahun belakangan, terutama dari 

pertumbuhan secara global, spending wisatawan 

mancanegara, spending wisatawan domestik, dan investasi 

pemerintah. Dalam daftar yang dikeluarkan WTTC, posisi tiga 

besar ditempati China, Amerika Serikat, dan India. Sementara 

itu, Indonesia menempati peringkat ke-sembilan dan mengungguli 

negara Asia Tenggara lainnya. Thailand berada di peringkat 12, 

Filipina dan Malaysia di peringkat 13, Singapura di peringkat 16, 

serta Vietnam di posisi 21. (Wijanarko, 2018) 

Ditambahkan lagi oleh Rezki Ati,  (2018), bahwa; 

Pengakuan internasional terhadap pariwisata Indonesia, posisi 

berada di peringkat ketujuh untuk kunjungan terbaik pariwisata di 

tahun 2019.  Peringkat yang diberikan Lonely Planet edisi tahun 

2018 itu akan menambah kunjungan wisman ke Indonesia 

dikarenakan Lonely Planet merupakan buku panduan perjalanan 

dan penerbit media digital terbesar di dunia. Menteri Pariwisata 

Arief Yahya mengungkapkan terima kasihnya atas penghargaan 

yang didapatkan pada (24/10) lalu itu. Ini merupakan capaian yang 

membanggakan. "Semakin meyakinkan dan semakin menunjukkan 

pilihan Presiden Jokowi dengan menetapkan pariwisata sebagai 

sektor prioritas selama 4 tahun berturut-turut itu sudah betul. 

Presiden memilih pariwisata sebagai core economy, DNA bangsa 

dan masa depan Indonesia itu semakin terkonfirmasi," (Hulwa, 

2019). 

Karena itu sangat tepat, Presiden Joko Widodo telah 

menetapkan pariwisata sebagai core economi Indonesia”, Presiden 

Joko Widodo membahas hasil kunjungan kerja Konferensi Tingkat 

Tinggi (KTT) G-20 dan ASEAN ke Cina dan Laos dan kaitannya 

dengan perekonomian nasional pada 9 Nopember 2016. Hal serupa 

juga dinyatakan oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya yaitu “negara 



seperti halnya sebuah korporasi, harus memiliki core business, 

sehingga kita dapat dengan tegas dan jelas menetapkan positioning 

differentiating dan branding nya dengan tepat, menurut saya 

business negara ini adalah pariwisata (Nugroho, Kebijakan 

Pariwisata, Sebuah Pengantar Untuk Negara Berkembang, 2018) 

Kebijakan Indonesia telah menjadikan pariwisata sebagai 

salah satu sektor ekonomi penting adalah langkah tepat, alasannya 

adalah pariwisata komoditi andalan disamping migas sebagai 

komoditi pendukung kelangsungan pembangunan nasional antara 

lain adalah; a) pola perjalanan wisata yang terus-menerus 

meningkat dari tahun ketahun, b) pariwisata tidak begitu 

terpengaruh gejolak ekonomi dunia, disamping pertumbuhannya 

lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi dunia, c) meningkatkan 

kegiatan ekonomi daerah dan pengaruh ganda dari pengembangan 

pariwisata tampak lebih nyata, d) komoditi pariwisata tidak 

mengenal proteksi atau quota seperti komoditi lainnya, e) potensi 

pariwisata di Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia tidak 

akan habis terjual,  pariwisata sudah menjadi kebutuhan hidup 

manusia pada umumnya. (Suwantoro, 2004) 

Dengan beberapa alasan itulah Indonesia harus dapat 

mengembangkan dan membangun pariwisata yang lebih maju. 

Presiden Joko Widodo, melalui surat Sekretariat Kabinet Nomor B 

652/Seskab/Maritim/2015 tanggal 6 Nopember 2015 perihal 

Arahan Presiden RI mengenai Pariwisata dan Arahan Presiden pada 

Sidang Kabinet Awal Tahun pada 4 Januari 2016, dalam 

implementasinya Presiden Joko Widodo telah menetapkan dan 

menjadikan 10 (sepuluh) destinasi wisata baru yang diharapkan 

akan mendapatkan turis sebanyak dengan Bali, bahkan diharapkan 

untuk wisatawan mancanegara ditargetkan mencapai 20 juta orang 

wisatawan pada tahun 2019. (Kemaritiman, 2016) 

Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu dari 13 

kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, 

mempunyai objek dan daya Tarik wisata (ODTW), baik itu berupa 

Wisata Alam, seperti Pantai Takisung, dan Pantai Batakan, Wisata 

Buatan; Taman Kerbau Rawa Benua Raya dan Gunung Kayangan, 



Wisata Religius; makam Datuk Insad, Wisata Sejarah/Wisata 

Budaya; Benteng Tabonio, dan Wisata Adat; Acara Laut Muara 

Asam budaya, (Disparbudpora, 2014). Di samping itu Kabupaten 

Tanah Laut, yang telah memiliki sumber daya alam yang kaya, 

dianugerahi adanya pantai sepanjang 200 km, dengan berbagai 

keunggulan pada beberapa wisata pantai, gunung-gunung yang 

mempunyai air terjun, atraksi budaya dan pariwisata buatan seperti 

kerbau rawa. Oleh karena itu Kabupaten ini harus melakukan 

perubahan, melalui pembenahan, terutama pada bidang 

infrastruktur dan penyediaan SDM, bidang pariwisata agar daerah 

ini akan dapat menjadi Kawasan Pengembangan Pariwisata  

Nasional (KPPN), meningkat menjadi Strategi Pariwisata 

Nasional (SPN) dan bahkan sampai menjadi Destinasi Pariwisata 

Nasional (DPN). Dredge menyebutkan bahwa pemerintah lokal 

memiliki peran yang sangat besar dalam kegiatan perencanaan. 

Dredge juga menyebutkan perlunya memperhatikan para pemangku 

kepentingan multi sektor yang terlibat didalamnya serta keterlibatan 

masyarakat lokal dalam perencanaan pariwisata. (Dredge, 2010) 

Kebijakan otonomi daerah, yang memberikan kewenangan 

seluas-luasnya kepada Kabupaten/kota untuk membangun 

daerahnya, secara mandiri dan menyelesaikan persoalan-persoalan 

yang terdapat di masing-masing daerah, dengan memanfaatkan 

sumberdaya yang dimiliki dengan sebaik-baiknya. Selain itu 

kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan sebuah 

alternatif solusi mengingat tidak semua masalah pembangunan bisa 

diselesaikan secara baik oleh pemerintah pusat. Otonomi daerah 

diyakini menjadikan kesempatan yang baik bagi daerah untuk 

mengelola dan memanfaatkan daerahnya secara lebih optimal. lebih 

dari itu, daerah akan memperoleh perimbangan keuangan yang adil, 

sehingga pada gilirannya akan mampu meningkatkan kesejahteraan 

rakyatnya.  

Beberapa fakta itulah yang menjadi dasar Pemerintah 

Kabupaten Tanah Laut untuk melakukan kebijakan pengembangan 

Pariwisata, dengan melahirkan perda No. 5 tahun 2014, tentang  

dan Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah 



(RIPKD), dilanjutkan dengan perda No. 5 tahun 2015, tentang 

Penyelenggaraan Kepariwisataan (PK). Kedua kebijakan tersebut 

saling melengkapi dan menunjang, karena ada keterkaitan yang 

sangat erat diantara keduanya. Implementasi Kebijakan adalah 

sebuah kebijakan strategis, karena selain memberikan dampak 

peningkatan ekonomi masyarakat, juga akan memberikan dampak 

terhadap kehidupan politik. Terkait peningkatan ekonomi, sudah 

barang tentu akan dirasakan terutama bidang jasa pariwisata, 

apabila pengembangan pariwisata telah berhasil dilaksanakan, 

sementara bidang politik akan lebih menjamin keberlangsungan 

kepemerintahan yang sedang dijalankan. Sebuah kebijakan publik 

adalah tentang suatu keputusan dari seorang pemimpin, aktor 

kepemimpinan disini adalah bupati, yang menjadi kepala daerah, 

untuk itu tugas adalah hanya ada dua yaitu membuat suatu 

kebijakan baru yang unggul, atau melanjutkan pelayanan publik 

yang telah ada. 

  Oleh karena itu, pengimplementasian kebijakan 

pengembangan pariwisata adalah suatu strategi, yang sangat 

berefek pada domain ekonomi, sosial dan budaya, bahkan politik. 

Sebagai suatu strategi, kebijakan publik tidak menjadikan suatu 

alasan apakah daerah kabupaten itu termasuk, yang memiliki 

sumber kekayaan alam yang melimpah atau  miskin, tetapi hal ini 

harus tetap dikonsepsikan sebagai sebuah strategi untuk membawa 

masyarakatnya pada suatu kondisi tertentu yang lebih maju. 

(Nugroho, Kebijakan Pariwisata, 2018). 

Melihat dari masa lalu Tanah Laut sebagai suatu 

kabupaten, yang dianugerahi sumber daya alam melimpah, berupa 

kayu hutan ulin, meranti dan pinus, kemudian dijual mentah secara 

besar besaran, tanpa diolah sebagai barang jadi, adalah suatu 

kesalahan kebijakan oleh pemerintah, sehingga tetap menjadi 

masyarakat miskin bahkan membawa kesengsaraan oleh penduduk 

sekitarnya, karena mengakibatkan banjir dan longsor. Untuk itu 

belajar dari kegagalan Kebijakan publik pemerintah daerah pada 

masa lalu yang tidak berpihak pada masyarakat bawah, adalah 

seharusnya menjadi cerminan, untuk tidak diulangi. Eksploitasi 



kayu hutan (ulin/besi), kayu meranti, kayu pinus,  pada akhir tahun 

delapan puluhan telah habis tidak menyisakan untuk generasi masa 

kini, telah diekspor dan untuk kebutuhan daerah lain, namun rakyat 

(masyarakat) sekitarnya lokasi hutan, tempat pohon-pohon besar, 

yang ambil itu sampai sekarang tetap miskin.  

Setelah berakhir kejayaan kayu, kemudian diawali 

pertengahan tahun 1980 ke 1990, beralih kepertambangan, yaitu 

tambang batubara. Sumber daya alam yang tidak hanya memiliki 

batubara, tetapi juga terdapat biji besi dan koral. Itulah gambaran 

kebijakan publik yang telah dilaksanakan di Kabupaten Tanah Laut 

pada tiga puluh lima tahun lalu, atau dua puluh lima tahun setelah 

beridirinya Kabupaten Tanah Laut, karena itu pada saat ini bukan 

hal yang tepat untuk mengandalkan hasil pertambangan tersebut, 

sebagai Pendapatan Asli Daerah, karena juga sumber daya alam 

tersebut sudah habis.  

Untuk itu, Kabupaten Tanah Laut, telah melakukan 

perubahan haluan kebijakan, dengan mengalihkan sumber 

pendapatan melalui pengembangan pariwisata. Hal ini telah 

ditetapkan melalui visi bupati dengan menetapkan prioritas ketiga, 

setelah infrastruktur dan pendidikan dalam kebijakan pembangunan 

jangka menengah. Bupati terpilih periode 2013-2018, pasangan 

Bambang Alamsyah, ST. dan Drs. H Sukamta, yang mempunyai 

legalitas formal atas pilihan rakyat tentu mempunyai kekuasaan 

politik yang melembaga, kekuasaan yang sah, sehingga sangat tepat 

membuat suatu keputusan yang terbaik pada waktu itu, yaitu tujuan  

kebijakan pengembangan pariwisata  dalam rangka peningkatan 

ekonomi masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah melaui 

pengalihan dari tambang ke pariwisata. Selain itu mendukung 

dalam kebijakan pemerintah pusat sebagai core business Indonesia 

saat ini. Namun keputusan-keputusan politik tersebut berkenaan 

dengan sumber-sumber daya harus memastikan agar penggunaan 

atau pemanfaatan asset untuk kebaikan masyarakat bukan 

sebaliknya, Namun pada praktiknya seringkali kepentingan publik 

selalu dalam posisi yang terabaikan. Oleh karena itu, ada banyak 

studi tentang kepemerintahan daerah di Indonesia yang judulnya 



menunjukkan situasi yang menyedihkan, misalnya bahwa "rakyat 

telah dikhianati" (Collen, 2015). Saat bupati terpilih, dalam 

menjalankan kebijakan sering terjadi konflik kepentingan, bukan 

saja antar pasangan tidak harmonis tetapi juga sering antar partai 

pendukung, investor dan para pengusaha yang terlibat pendanaan 

(investasi diajang pilkada), mereka akan minta pengembalian 

investasi yang ditanam melalui proyek, inilah yang akan 

mempengaruhi kebijakan yang dibuat. 

Pengimplementasian Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten 

Tanah Laut, No 5 Tahun 2014 Tentang; Rencana Induk 

Pengembangan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Tanah Laut 

(RIPKD), dan Perda No. 5 Than 2015 Tentang Penyelenggaraan 

Kepariwisataan, adalah bagian dari implementasi kebijakan dalam 

bentuk rumusan perda telah dilaksanakan, dalam pengembangan 

pariwisata. Sehingga pariwisata di Kabupaten Tanah Laut, selain 

untuk menjadikan destinasi wisata utama di Kalimantan Selatan, 

peningkatan ekonomi kerakyatan (ekonomi kreatif), teteapi juga 

untuk meningkatkan pendapatan asli daerau (PAD). Sebagai tujuan 

isi dari RIPKD, pada bagian kesatu, pasal 3 menyatakan yaitu: 

1) memberikan arahan kegiatan pengembangan 

kepariwisataan di daerah melalui pelestarian nilai budaya, 

peningkatan cinta tanah air, pengembangan ekonomi 

kerakyatan, peningkatan kinerja pembangunan pariwisata 

dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);  

2) mewujudkan pembangunan kepariwisataan melalui 

pembangunan dan pengembangan industri pariwisata, 

destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan 

kepariwisataan;  

3) memberikan arah pembangunan kepariwisataan daerah 

sesuai keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya 

dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata;  

4) memberikan gambaran secara komprehensif mengenai 

pengembangan ODTW;  

5) memberikan pedoman tentang perencanaan yang 

dibutuhkan dalam pembangunan kepariwisataaan didaerah 



yang mengakomodasikan isu-isu strategis dan 

perkembangan daerah secara terintegrasi dan sinergi 

sehingga pariwisata dijadikan alat dalam mencapai 

kesejahteraan secara berkelanjutan; dan  

6) memberikan arah kebijakan dalam membangun 

kepariwisataan yang didasari oleh kebijaksanaan 

perencanaan pembangunan daerah. (Disparbudpora, 2014).  

Dari bunyi tujuan-tujuan itu, ada dua hal yang penting, 

yaitu; pertama, memberi arahan pembangunan kepariwisataan, 

dalam mewujudkan kabupaten sebagai tempat destinasi wisata; 

kedua, adalah berupaya mewujudkan pembangunan kepariwisataan 

ke depan, baik dari segi infra struktur, budaya dan pengembangan 

sumber daya alamnya. Dengan demikian bahwa kebijakan ini kalau 

berjalan sesuai dengan tujuannya tentu akan berdampak pada 

peningkatan kunjungan wisata dan berdampak juga terhadap 

peningkatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat 

Kemudian pada bagian ketiga, pada pasal 5 dinyatakan 

pada fungsi kepariwisataan di daerah ini adalah : 

1) sebagai pedoman pembinaan dan pengembangan kawasan 

pariwisata, obyek dan daya tarik wisata, sarana dan 

prasarana pariwisata, pemasaran pariwisata, promosi, 

kelembagaan kepariwisataan, sumber daya manusia 

kepariwisataan, serta investasi pembangunan di bidang 

kepariwisataan; 

2) sebagai pedoman bagi pengawasan dan pengendalian 

pengembangan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata;  

3) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan 

daerah sub sektor pariwisata; dan  

4) sebagai penjabaran pemanfaatan ruang sub sektor 

kepariwisataan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) Kabupaten Tanah Laut. (Disparbudpora, 2014). 

Melihat dari fungsi-fungsi tersebut, rumusan dari RIPKD 

tersebut sudah memenuhi persyaratan teknis, dalam 

pengimplementasian sebuah kebijakan, adanya unsur-unsur secara 

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.  



Semua yang tertulis dalam pernyataan RIPKDA, dari 

beberapa pasal di atas, bermuara dalam UU No. 10 Tahun 2009, 

tentang Kepariwisataan bahwa Kepariwisataan diselenggarakan 

berdasarkan asas; manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, 

keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, 

berkelanjutan, demokrasi, kesetaraan dan kesatuan, (Kemenpar, 

2009) 

Dengan demikian konsep yang mendasari bahwa 

kepariwisataan itu tidak hanya persoalan ekonomi tapi kepada 

kelestarian dan keberlanjutan pembangunan, karena sesungguhnya 

pada teori siklus hidup pariwisata, akan terjadi akhir dari suatu 

destinasi wisata, karena sudah berakhir orang yang datang, jika 

multieffect dan multidisiplin tidak berlaku, terjadi penggantian dan 

pengembangan baru lagi. konsep pariwisata berkelanjutan dalam 

kaitannya dengan kebijakan menurut Dredge, (2010), konsep 

perencanaan pengembangan pariwisata berkelanjutan dan berbasis 

masyarakat (Dredge, 2010). Sedangkan destinasi wisata yang tidak 

bisa berinovasi dan mengembangkan tentu akan berhenti dan 

ditinggalkan oleh pengunjungnya, hal inilah yang penting untuk 

diketahui dalam pengembangan dan  pembangunan pariwisata. 

Dari beberapa asas tersebut, ada tiga hal yang harus 

diperhatikan dan dilaksanakan, agar destinasi wisata tidak 

terganggu dan berakibat rusak kehidupan berbangsa dan bernegara 

serta bermasyarakat, yaitu dalam membangun dan mengembangkan 

tetap berpegang pada prinsip-prinsip yaitu adil dan merata, 

kelestarian, partisipatif dan berkelanjutan.  

Regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah melalui Perda 

no. 5 tahun 2014 dan perda no 5 tahun 2015, adalah suatu landasan 

dasar kebijakan, dan mempunyai ranah kekuatan hukum dalam 

pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan di 

Tanah Laut, hal ini tertuang dalam pada “Bupati melakukan 

pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata. Pejabat 

Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah 

diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan 

penyidikan dugaan tindak pidana di bidang kepariwisataan”. 



Kewenangan yang diberikan kepala daerah sangat kuat terhadap 

PNS dilingkungan pemerintah daerah, untuk melaksanakan 

pengawasan, agar jangan sampai terjadi suatu pelanggaran dalam 

pengembangan penyelenggaraan kepariwisataan di daerah. Karena  

adanya sanksi yang jelas bagi masyarakat atau swasta yang 

melaksanakan pelanggaran dalam menyelenggarakan kegiatan 

kepariwisataan, dalam hal ini tentu sesuai dengan hukum yang 

berlaku dalam pengelolaan kepariwisataan nasional. Dengan 

demikian pengawasan yang konsisten terhadap pengembangan 

pariwisata adalah hal penting, karena pengawasan merupakan 

bagian dari pengendalian dalam melaksanakan kebijakan 

pengembangan kepariwisataan ini. Selain itu juga diperlukan suatu 

penjelasan lebih rinci, apakah berkenaan dengan 

destinasi/objeknya, industri pariwisata, akomodasinya, 

transportasinya maupun produk wisata dan pendukungnya. 

Tanah Laut memiliki banyak daya tarik obyek wisata. 

Tercatat ada sekitar 22 obyek wisata yang sebagian besar berupa 

wisata alam. Letak geografis Tanah Laut yang berbatasan langsung 

dengan Laut Jawa menjadikan pantai Takisung dan Pantai Batakan 

sebagai obyek wisata favorit yang banyak dikunjungi setiap akhir 

pekan dan liburan sekolah. Selain wisata pantai, di Tanah Laut juga 

terdapat obyek wisata alam lainnya, antara lain Pantai Swarangan, 

Air Terjun Bajuin, Gunung Kayangan, Batu Lima, Kawasan Goa 

Marmer, dan Kerbau Rawa.  

Meskipun Tanah Laut memiliki  cukup banyak obyek 

wisata, namun  masih dikategorikan keanekaragamannya masih 

minim. Kebanyakan obyek wisata di daerah ini hanya memiliki 

daya tarik sebagai obyek wisata alamiah dengan panoramanya. 

Obyek wisata budaya maupun obyek wisata rekreasi lainnya masih 

kurang berkembang.  

Kawasan pariwisata di wilayah Kabupaten Tanah laut 

terdapat dan tersebar di beberapa kecamatan yaitu di kecamatan 

Takisung, Panyipatan, Jorong, Pelaihari dan Bati-Bati. Jumlah 

obyek wisata saat ini di wilayah Kabupaten Tanah Laut, jenis obyek 

wisata yang ada sebagian besar adalah wisata alam dan wisata 



budaya, beberapa Jenis Obyek Wisata Obyek Wisata Alam, 

terhadap Infrastruktur Pendukung Wisata Fasilitas Penunjang 

Wisata juga masih terbatas, fasilitas akomodasi para wisatawan 

hanya berada terpusat di kota Pelaihari sebagai ibukota kabupaten,  

fasilitas akomodasi yang terdapat di Kabupaten Tanah Laut masih 

sangat terbatas, yaitu terdiri dari hotel non-bintang serta losmen-

losmen kelas melati. Persebaran dari tempat-tempat akomodasi ini 

pun masih kurang merata sehingga masih perlu adanya 

pengembangan. 

Fasilitas rumah makan salah satu fasilitas yang diperlukan 

dalam kepariwisataan berada di lokasi obyek pariwisata. Kabupaten 

Tanah Laut memiliki sebaran rumah makan yang kurang merata 

dan kebanyakan terdiri dari rumah makan kecil, hanya beberapa 

yang dikategorikan berstandar/menamakan sebagai restoran.  

Cinderamata atau barang kerajinan, yang turut 

memainkan peran dalam menumbuh kembangkan industri 

pariwisata ada di Tanah Laut, namun masih sedikit, kebanyakan 

mereka yang berjualan di lokasi obyek, mengambil cenderamata 

dari luar daerah, dari Jawa maupun kabupaten yang berdekatan 

kabupaten Tanah Laut.  

Bentuk dan jenis kerajinan yang diminati oleh para 

wisatawan yang berkungjung ke Tanah Laut, antara lain : 

a) Kerajinan dan produk hasil rotan seperti tas, tikar, pot/vas 

dan mebel 

b) Kerajinan batu hias dan intan permata yang berbentuk 

cincin, kalung, gelang dan manik-manik 

c) Senjata tradisional mandau 

d) Kain dan produk hasil sasirangan seperti baju, kemeja, 

gaun sasirangan, tas dan topi. 

Aksesbilitas Kabupaten Tanah Laut adalah wilayah yang 

dilalui Jalan Lintas Kalimantan Poros Selatan yang 

menghubungkan dengan Kabupaten Kotabaru dan Propinsi 

Kalimantan Timur. Juga dihubungkan daengan wilayah barat 

dengan Kabupaten Banjar. Terminal darat yang tersedia antara lain 



adalah terminal di kota Pelaihari dan hampir semua kecamatan 

memiliki terminal darat. Sarana angkutan sungai yang tersedia 

berupa dermaga yang ada di setiap sungai yang relatif besar. 

Beberapa pelabuhan yang tersedia di kawasan ini adalah beberapa 

pelabuhan rakyat dan pelabuhan Batubara yang relatif dekat dengan 

pelabuhan Trisakti di Banjarmasin. Bandara Syamsudin Noor di 

Banjarmasin dapat dipergunakan oleh masyarakat karena jaraknya 

yang relatif dekat. 

Gambar 1.1 Pelabuhan Swarangan di Kecamatan Jorong 

 

 

 

 

 

Sumber : Antara 2018. 

Secara umum, Kabupaten Tanah Laut yang merupakan 

bagian dari Kalimantan Selatan menyimpan potensi wisata yang 

cukup besar khusunya dalam bidang yang berkaitan dengan wisata 

alam, meskipun masih sedikit kurang dieksplrasi. Sementara ini 

kunjuungan ke obyek-obyek wisata yang ada di wilayah Kabupaten 

Tanah Laut masih didominasi wisatawan domestik, sementara 

kunjungan dari wisatwan mancanegara memiliki jumlah yang relatif 

sedikit. Jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten Tanah Laut 

dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Walaupun demikian 

terlihat masih sangat sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah 

obyek wisata yang dapat dikembangkan di Kabupaten ini. Dari 

jumlah tersebut, tidak terdapat rincian asal wisatawan mancanegara 

atau nusantara. 



Pangsa pasar wisatawan untuk obyek-obyek wisata di 

Tanah Laut adalah wisatawan nusantara yang berasal dari daerah di 

sekitar obyek wisata. Hal tersebut menunjukkan bahwa pasar 

wisatwan nusantara merupakan segmen pasar utama, yang harus 

menjadi sasaran utama dalam pengembangan pariwisata di 

Kabupaten Tanah Laut. Sehingga usaha-usaha pengembangan 

produk harus memperhatikan kecenderungan permintaan dan 

motivasi yang berkembang dari segmen wisatwan tersebut. 

Pola Waktu Kunjungan Puncak musim ramai jatuh pada 

bulan Juni–Juli dan Desember–Januari, yang merupakan musim 

liburan sekolah yang panjang. fluktuasi jumlah kunjungan di awal 

hingga pertengahan tahun dan dari pertengahan tahun hingga akhir 

tahun memiliki pola yang sama, sehuingga dapat diketahui bahwa 

pengaruh utama dalam musim kunjungan adalah adanya liburan 

sekolah dan hari libur nasional. 

Perkembangan bidang pariwisata di Tanah Laut tidak 

terlalu menunjukkan kenaikan, meskipun telah dilaksanakan perda 

tentang pengembangan pariwisata. Hal ini terlihat dari jumlah 

pengunjung obyek wisata di Tanah Laut antara tahun 2012-2014, 

dengan tahun 2017 s/d 2018 setelah dilaksanakannya perda 

pengembangan pariwisata. Untuk angka tertinggi sebelum 

dilaksanakannya perda pengembangan pariwisata terjadi  pada 

tahun 2014 sebesar 38,9 persen, tersebut paling banyak 

mengunjungi obyek wisata Pantai Takisung, yaitu mencapai 69 ribu 

orang, sebagaimana tabel berikut ini : 

  



Tabel 1.1  Jumlah Wisatawan yang berkunjung  

ke Tanah Laut antara  Tahun 2012-2014 

 
Sumber: Disparbudpora (2018) 

Jumlah kunjungan wisatawan lokal menunjukkan angka-

angka tertinggi pada bulan libur Tahun Baru, hari raya Idul fitri dan 

hari raya Idul Adha. Keberadaan obyek pariwisata tentu ditunjang 

dengan keberadaan hotel sebagai salah satu bentuk akomodasi. 

Pada tahun 2016, jumlah usaha akomodasi yang tersedia di Tanah 

Laut ada 13 hotel yang semuanya termasuk klasifikasi hotel non 

berbintang. Hotel-hotel tersebut berada di Kecamatan Pelaihari dan 

Jorong. Untuk melihat jumlah pengunjung objek wisata di Tanah 

Laut tertinggi sebelum perda pengembangan pariwisata terjadi pada 

tahun 2018, sebagaimana berikut ini:  

Kemudian rata-rata pertahun antara tahun 2015 sampai 

dengan 2018 adalah sekitar  250.000 wistawan s.d 300.000 

wisatawan, dengan presentasi pertahun rata-rata kenaikan adalah; 

10%. Sebagaimana pada tabel berikut ini;  

 

  

Bulan
OW. Pantai 

Takisung

OW. Pantai 

Batakan 

OW.Pantai 

Swarangan

OW. Air 

Terjun Bajuin

OW. 

Gunung 

Kayangan

OW. Kolam 

Renang

OW. 

Mina 

Tirta

OW.Tanjung 

Dewa

OW. 

Batu 

Lima

Kereta 

Wisata
Total

Januari 16,159            2,470            931           -                 2,280         1,995             -         -                 414         -       24,249     

Februari 5,130              -               -            285                285            2,280             -         -                 -         -       7,980       

Maret 2,280              -               -            -                 95              2,993             -         -                 -         -       5,368       

April 2,090              -               -            -                 285            2,138             -         -                 -         -       4,513       

Mei 6,840              475               -            475                475            1,235             -         -                 -         -       9,500       

Juni 3,040              285               -            -                 -             1,615             -         -                 -         -       4,940       

Juli 15,273            6,716            -            950                2,185         95                  380        -                 -         -       25,599     

Agustus 3,420              -               -            -                 190            -                 1,520     -                 -         -       5,130       

September 2,565              -               -            -                 475            -                 760        -                 -         -       3,800       

Oktober 3,230              -               -            -                 95              -                 665        -                 -         -       3,990       

November 4,085              -               -            475                855            -                 190        -                 -         -       5,605       

Desember 4,893              2,090            -            532                7,030         -                 380        -                 -         -       14,925     

Jumlah 69,004            12,036          931           2,717             14,250       12,350           3,895     -                 414         -       115,597   

DATA KUNJUNGAN OBYEK WISATA DISPARBUPORA

KABUPATEN TANAH LAUT

TAHUN 2014



Tabel 1.2 Data Kunjungan Wisatawan ke Tanah Laut Th. 2018 

 

 
Sumber Dispar (2018) 

Meskipun ada kenaikan jumlah wisatawan yang 

berkunjung ke tanah laut, hal ini dikarenakan adanya beberapa 

obyek wisata baru, terutama pantai yang dikelola masyarakat 

maupun pribadi. Sedangkan pantai-pantai yang dikelola pemerintah 

kabupaten tidak terjadi kenaikan secara signifikan. 

       

  



Gambar 1.2 Objek Wisata Pantai Takisung 2018  

 
Sumber : Republika.co.id.pelaihari. 2018 

Dari studi pendahuluan yang peneliti lakukan ditemukan 

ada beberapa hal, yang menjadi permasalahan pengembangann 

pariwisata di Tanah Laut, terutama peningkatan jumlah kunjungan 

wisatawan ke obyek wisata, yang dikelola pemerintah, yaitu masih 

kurangnya perhatian pemangku kepentingan terhadap 

pengembangan kawasan objek wisata, baik dari pemerintah daerah, 

masyarakat ataupun pengusaha, sehingga pengelolaan kawasan 

belum berjalan secara maksimal. Selanjutnya kontribusi sektor 

pariwisasta dalam konteks peningkatan kesejahteraan masyarakat 

cenderung belum dirasakan. Meskipun telah dilaksanakan perda 

No. 5 tahun 2014 tentang Rencana Induk Pengembangan 

Kepariwisataan Daerah (RIPKD), dan perda No. 5 Tahun 2015 

tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (PK), namun tidak terjadi 

multiplier effect. Dilihat dari pendapatan domestic regional daerah 

(PDRB) Tanah Laut Tahun 2012, cukup tinggi pada saat itu, hanya 

saja bukan dari sektor pariwisata, tapi dari sektor lain terutama 

pertambangan dan pertanian, perkebunan serta peternakan. 

Sebagaimana tabel berikut ini,  yaitu; 

  



Tabel. 1.3 Pendapatan Regional Kab. Tanah Laut Th. 2010-1012 

 
Sumber; Tanah Laut dalam angka Th. 2012. 

Dengan demikian pelaksanaan perda tahun 2014 tentang 

RIPKD dan Perda Tahun 2015 tentang PK, kedua terkait 

pengembangan pariwisata belum belum sesuia dengan harapan, 

yaitu adanya  pertumbuhan ekonomi meningkat dari sektor 

pariwisata, Melihat dari rata-rata perekonomian Kabupaten Tanah 

Laut dalam tahun 2010 s/d 2012 telah tumbuh sebesar 6,15 persen. 

Selama kurun waktu 2010-2012 pertumbuhan ekonomi Tanah Laut 

mengalami fluktuasi pertumbuhan.  PDRB perkapita tahun 2012 

atas dasar harga berlaku sebesar 17.415.076 rupiah sedangkan jika 

dilihat atas dasar harga konstan sebesar 8.302.870 rupiah. PDRB 

perkapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Tanah Laut selama 

periode 2010-2012 tumbuh rata-rata sebesar 12,08 persen. Realisasi 

pendapatan daerah otonom Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2012 

adalah sebesar 881,897 milyar rupiah. Pos dana perimbangan 

mengambil peran terbesar dalam pendapatan ini yaitu sebesar 91,04 

persen atau sebesar 802,919 milyar rupiah. Penerimaan Asli Daerah 

(PAD) yang bersumber dari pajak, retribusi daerah, perusahaan 

milik daerah, pos lain PAD dan penerimaan dinas-dinas ternyata 

hanya mengambil peranan sebesar 8,96 persen saja atau senilai 

78,979 milyar rupiah. Sedangkan data untuk kontribusi dari 

pariwisata secara khusus belum ada, namun melihat dari 

pertumbuhan hotel cukup baik, yaitu dengan jumlah 22 buah hotel, 



losmen dan penginapan, dengan jumlah kamar 149 buah, dan 

tempat tidur 219 buah. Bidang jasa kesenian, kuliner dan 

transportasi belum mempunyai data adanya kontribusi terhadap 

pengembangan pariwisata.  Termasuk kreativitas pengusaha dalam 

bidang ekonomi kreatif, dan pengusaha yang mau berinvestasi 

dibidang pariwisata belum  terdata, dan belum tampak adanya 

partisipasi yang berdampak. 

Untuk mengetahui lebih lebih jauh keberhasilan 

pengimplementasian kebijakan pengembangan pariwisata di 

Kabupata Tanah Laut ini, diperlukan suatu kajian yang lebih 

komprehensip. Berdasarkan asumsi peneliti secara studi 

pendahuluan, bahwa tampaknya pengembangan pariwisata belum 

optimal, melalui pelaksanaan  dua buah perda tersebut, Oleh karena 

itu peneliti melakukan penelitian ini, sebagai langkah untuk dapat 

memberikan temuan terhadap solusi dari permaslahan yang 

dihadapi, agar mengetahui bahwa urgensi sektor pariwisata sebagai 

tema pada penelitian ini didasari pertimbangan sebagai berikut: 

Pertama, dilematis otonomi daerah dimana pemerintah daerah 

berupaya meningkatkan pendapatan asli daerahnya, sehingga 

menjadikan sektor pariwisata sebagai leading sector dalam capaian 

peningkatan pendapatan asli daerah (PAD); Kedua, adanya 

perubahan perspektif pengelolaan pada sektor pariwisata yang 

mengalami pergeseran mulai dari high-volume production of 

standart commodities menjadi high-volume production of unque 

commodities. Artinya model pengelolaan pariwisata yang massal 

dengan banyak mengundang dan mengikutsertakan investor swasta 

bahkan asing, perlindungan yang berlebihan terhadap sektor swasta, 

banyak mengeluarkan izin pengelolaan yang bersifat eksklusif, 

menjadi sangat jauh dari jangkauan masyarakat lokal, bahkan 

berdampak pada sosial, ekonomi serta lingkungan yang merugikan 

terutama bagi komunitas lokal. 

Melalui Visi “Kabupaten Tanah Laut maju berdasarkan 

nilai-nilai agama dan sejahtera”, yang menjadi acuan dalam 

penetapkan kedua perda RIPKD dan Penyelenggeraan 

Kepariwisataan tahun 2014/2015, senyatanya masih terdapat 



banyak kendala dan permasalahan utama yang dihadapi. Berbagai 

permasalahan di atas inilah yang melatarbelakangi penelitian, yang 

peneliti lakukan, yaitu  tentang : “Implementasi Kebijakan 

Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Tanah Laut”.  

 

1.2. Rumusan Penelitian 

Dari latar belakang masalah yang ditemukan di atas, maka 

peneliti mengemukakan masalah penelitian disertasi ini adalah 

sebagai berikut : 

1.2.1 Bagaimana Implementasi Kebijakan Perda No. 5 Tahun 

2014, dan Perda No 5 Tahun 2015, tentang 

pengembangan pariwisata Kabupaten Tanah Laut? 

1.2.2 Faktor faktor apa saja yang mendukung dan penghambat 

dalam pengembangan pariwisata daerah Tanah Laut? 

1.2.3 Bagaimana strategi, yang harus dilakukan agar 

kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten 

Tanah Laut yang dikembangkan memperoleh 

kemajuan?.  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sebagai tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.3.1 Mendeskripsikan implementasi Perda No. 5 Tahun 

2014 tentang Rencana Induk Pengembangan 

Pariwisata Kabupaten Tanah Laut, dan Perda Nomor 5 

Tahun 2015, Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan 

1.3.2 Mengidentifikasi faktor faktor apa saja yang menjadi 

pendukung dan penghambat dalam pengembangan 

pariwisata Tanah Laut. 

1.3.3 Merumuskan strategi implementasi kebijakan 

pengembangan pariwisata Kabupaten Tanah Laut 

di masa depan.  

 

1.4  Manfaat Penelitian 



Manfaat yang  diperoleh dengan dilakukannya 

penelitian ini adalah berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis.   

1.4.1. Manfaat teoritis adalah menemukan konsep baru 

melalui Model  Implementasi Kebijakan 

Pengembangan Pariwisata Kolaboratif, untuk 

dilaksanakan dalam peningkatan ekonomi, sosial, 

budaya serta pembangunan pariwisata secara 

menyeluruh dan berkelanjutan di Kabupaten Tanah 

Laut.  

1.4.2. Adapun manfaat praktis yang diharapkan dari 

penelitian ini adalah, untuk memberikan masukan 

implementasi kebijakan pengembangan pariwisata, 

baik kepada pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah, sehingga diharapkan pengembangan 

pariwisata di Tanah Laut memperoleh kemajuan, 

melalui partisipatif masyarakat, serta para investor. 
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